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BUPATI  MADIUN 
PROVINSI JAWA TIMUR  

 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 14 TAHUN 2010  TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis 
kekayaan daerah berupa alat berat dan laboratorium  
yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 
12 Tahun 2013 serta dalam rangka meningkatkan 
pelayanan serta  mengoptimalkan penerimaan 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu 
dilakukan perubahan kembali; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 

Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia; 
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  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2730); 

 

  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209);  

 

  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5041); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5679);  

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 

Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 2 Seri 

C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 Nomor 1 Seri 

C); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 8); 

 
    

 
 

Dengan persetujuan bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 
dan 

BUPATI MADIUN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2010 
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 
 

 
  Pasal I 

  Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 

2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 

2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 

Nomor 1 Seri C), diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
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  Pasal II 
   

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Madiun. 
 

 
           Ditetapkan di Madiun 

                                                                 pada tanggal 7 Mei 2019 

 

          BUPATI MADIUN, 

            ttd 

              AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

 

Diundangkan di Madiun 

Pada tanggal   9 Juli  2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MADIUN 

 
ttd 

 
Ir. TONTRO PAHLAWANTO 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19651110 199208 1 001 
.............................................)tangan 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 5 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR  122-5/2019 

 
SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

WIDODO, SH, M.Si. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19611215 198903 1 006 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 14 TAHUN 2010  TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

 

I. UMUM 
 

 Adanya penambahan Obyek Retribusi atas beberapa jenis kekayaan 

daerah berupa alat berat dan laboratorium  yang belum tercantum dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2013 serta dalam rangka meningkatkan 

pelayanan serta  mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi di 

Kabupaten Madiun. 

 

  

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

 Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 


